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SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTéRIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : Kd.10.01/4/PP.04/6186/2012

TENTANG
LIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul
Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor,
dipandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal;

bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal,
dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bogor;

bahwa dengan memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang
tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan ini telah
memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyeleng
garakan pendidikan dan pengajaran.

Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah;

Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas,
Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang
telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45
Tahun 2002;

Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul
Athfal;

Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status
Madrasah Swasta jejang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan
Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;

Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan
Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam
Nomor E/f250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian
Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Hasil peninjauan lapangan Pendirian RA/Madrasah oleh Tim berdasarkan
Surat Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor :
Kd.10.01 /4/PP.00.1/5912/2012 tanggal 25 Juli 2012.









